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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2014     

TENTANG 
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan 
peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai 
Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan 
hukum, perlu menetapkan Jabatan Fungsional 
Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan 
Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya; 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

13.  Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan    : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN 
ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang 
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. 

2. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. 

3. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi 
hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas 
penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan 
kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam 
bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya 
supremasi hukum. 

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh 
Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 

5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai 
prestasi kerja Penyuluh Hukum. 

6. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, 
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh 
Penyuluh Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang 
Penyuluhan Hukum. 

7. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penyuluh Hukum yang 
bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme 
dan etika Penyuluh Hukum. 

8. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan berupa Satya Lancana 
Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Rumpun Jabatan 

Pasal 2 

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk dalam rumpun ilmu 
sosial dan yang berkaitan. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai 
pelaksana teknis kegiatan di bidang Penyuluhan Hukum. 

(2) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS. 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok  

Pasal 4 

Tugas pokok Penyuluh Hukum yaitu melakukan kegiatan Penyuluhan 
Hukum.  

BAB III 
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

Pasal 5 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pasal 6 
(1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pembinaan antara lain: 
a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan 

Fungsional Penyuluh Hukum; 

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh 
Hukum; 

c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh 
Hukum; 

d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang 
Penyuluhan Hukum; 
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